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Abstract 

The SIPENDUDUK website (Integrated Population Service Information System) is a website that provides 

various forms of services regarding population administration and information about the Pekanbaru City 

Population and Civil Registration Service (DISDUKCAPIL). This research was conducted to determine the 

readiness of the Pekanbaru City DISDUKCAPIL government in implementing E-Government via the 

SIPENDUDUK website as felt by the community and DISDUKCAPIL employees themselves. This type of 

research uses descriptive using the Mix Method method where primary data is obtained from interviews, 

questionnaires and observations. Secondary data is obtained from publications at the Pekanbaru City 

DISDUKCAPIL office in the form of documentation. In this research the author uses Musa's E-Readiness theory, 

which contains 3 indicators, namely infrastructure factors, human resource factors, government and management 

factors. The results of this research show that the SIPENDUDUK website has sufficient E-Government readiness 

because there are still deficiencies in internet network infrastructure, uneven socialization, servers that often go 

down, which means people have to perform manual services to come directly to the Pekanbaru City 

DISDUKCAPIL office. For this reason, the Pekanbaru City DISDUKCAPIL government must procure and 

maintain infrastructure and increase outreach in increasing the use of digital services through the SIPENDUDUK 

website to make it more effective and efficient. 

Key Words : E-Readiness, SIPENDUDUK Website 

Abstrak 

Website SIPENDUDUK (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Kependudukan) merupakan 

website yang menyediakan berbagai bentuk pelayanan mengenai administrasi kependudukan dan 

informasi tentang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Pekanbaru. 

Penelitian ini di lakukan untuk mengetahui kesiapan pemerintah DISDUKCAPIL Kota Pekanbaru 

dalam pelaksanaan E-Government melalui website SIPENDUDUK yang di rasakan oleh masyarakat 

dan pegawai DISDUKCAPIL itu sendiri. Tipe penelitian ini menggunakan deskriptif dengan dengan 

metode Mix Methode yang mana data primer di dapat dari hasil wawancara, kuesioner dan observasi 

data sekunder di peroleh dari publikasi di kantor DISDUKCAPIL Kota Pekanbaru dalam bentuk 

dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori E-Readiness Musa yang terdapat 3 

indikator yaitu faktor infrastruktur, faktor sumber daya manusia, faktor pemerintah dan manajemen. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa website SIPENDUDUK memiliki kesiapan E-Government 

cukup siap dikarenakan masih terdapat kekurangan di infratruktur jaringan internet, sosialisasi yang 

tidak merata, server yang sering down sehingga membuat masyarakat harus melakukan pelayanan 

manual untuk datang langsung ke kantor DISDUKCAPIL Kota Pekanbaru. Untuk itu pemerintah 

DISDUKCAPIL Kota Pekanbaru harus melakukan pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur dan 

meningkatkan sosialisasi dalam meningkatkan penggunaan layanan digital melalui website 

SIPENDUDUK agar lebih efektif dan efsien. 
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Pendahuluan 

E-Government merupakan sistem Teknologi Informasi (TI) yang dikembangkan oleh 

pemerintah dalam memberikan pilihan kepada masyarakat, untuk bisa mendapatkan 

kemudahan akses informasi dan layanan pemerintah. Selain itu, E-Government merupakan 

bentuk pemanfaatan TI untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah yang meliputi 

aktivitas internal di lingkungan pemerintah daerah serta aktivitas pelayanan publik yang di 

berikan kepada masyarakat. 

Sebagaimana yang di sampaikan oleh Spirakis dan Nikolopoulos dalam (Rahayu, 2022) 

E-government merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang 

digunakan dalam menjalankan pemerintahan, terutama untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan, efektifitas pelayanan serta akuntabilitas pemerintah sebagai  penyedia pelayanan 

kepada masyarakat.agian ini berisi tentang latar belakang penelitian, permasalahan penelitian 

atau tujuan penelitian. 

Namun, keberhasilan penenerapan E-Government sangat bergantung pada tingkat 

kesiapan elektronik atau e-readiness dari berbagai komponen terkait. E-readiness mengacu 

pada sejauh mana suatu organisasi atau masyarakat siap untuk memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi secara optimal. Ini mencakup kesiapan infrastruktur teknologi, 

kompetensi sumber daya manusia, regulasi yang mendukung, serta budaya organisasi yang 

adaptif terhadap perubahan teknologi.  

Pada masa ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sudah berkembang 

pesat di berbagai sektor pemerintah. Salah satu nya dalam konteks administrasi 

kependudukan, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

(DISDUKCAPIL) telah mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan Terpadu 

Kependudukan (SIPENDUDUK). Sistem ini dirancang untuk memfasilitasi berbagai layanan 

kependudukan seperti pembuatan KTP, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan dokumen 

penting lainnya.  

Penelitian E-Readiness SIPENDUDUK pada DISDUKCAPIL Kota Pekanbaru sangat 

penting dilakukan dalam mengidentifikasi pada bagian mana efisiensi harus di tingkatkan. 

Ini mencakup pada penilaian terhadap infrastruktur IT, sumber daya manusia, dan prosedur 

operasional yang mendukung dalam pengelolaan data kependudukan secara online. Serta 

data mengenai E-Readiness website SIPENDUDUK ini penting untuk mengetahui seberapa 

siap website SIPENDUDUK dapat di implementasikan dan di terima oleh masyarakat dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik di kantor DISDUKCAPIL Kota Pekanbaru.  

Hal ini dilakukan agar e-government yang diterapkan akan mendapatkan manfaat yang 

maksimal dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas sehingga dapat membantu 

melayani masyarakat dalam mengurus dokumen sesuai dengan yang di butuhkan. Karena 

pada dasarnya kesiapan (e-readiness) yang rendah pada suatu instansi pemerintah dapat 

menghambat implementasi sistem informasi yang efektif, serta dapat mengakibatkan layanan 

yang tidak optimal. 
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Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 107 tahun 2021 tentang sistem pelayanan berbasis 

elektronik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dibagian BAB II 

tentang jenis pelayanan berbasis elektronik pasal 4 menyatakan bahwa pelayanan 

administrasi kependudukan berbasis elektronik salah satu nya yaitu pada point-a “sistem 

informasi pelayanan terpadu kependudukan atau yang disebut dengan SIPENDUDUK jenis 

website”. 

Berdasarkan regulasi tentang penerapan E-Government di Indonesia, maka pemerintah 

kota Pekanbaru sebagai salah satu kota di Indonesia yang memanfaatkan teknologi terkini 

sebagai bentuk inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menciptakan E-

Government berbentuk website yaitu Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Kependudukan 

(SIPENDUDUK) pada dinas DISDUKCAPIL Kota Pekanbaru. 

Website ini dibangun untuk menyelesaikan permasalahan internal, mulai dari verifikasi 

hingga validitas. SIPENDUDUK dapat digunakan oleh seluruh masyarakat kota Pekanbaru 

untuk melakukan pengajuan atau pengurusan kependudukan melalui daring dengan alamat 

sipenduduk.pekanbaru.go.id, semua layanan kependudukan di kota pekanbaru dapat diakses 

melalui website SIPENDUDUK.  

Namun dalam pelaksanaan nya, penggunaan website Sistem Informasi Pelayanan 

Terpadu Kependudukan (SIPENDUDUK) pada DISDUKCAPIL Kota Pekanbaru masih 

terdapat beberapa kendala yaitu yang pertama, Masih terdapat pengguna layanan 

(masyarakat)  yang kurang memahami penggunaan teknologi dalam mengimplementasikan 

website SIPENDUDUK. Bahkan masyarakat banyak yang salah memasukkan data pelayanan 

yang di inginkan. Kedua ,Penyimpanan yang tersedia di dalam server website terbatas hanya 

206,7 GB yang bahkan tidak dapat menampung semua dokumen milik masyarakat sehingga 

dalam proses pelayanan pemberi pelayanan harus melakukan backup data terlebih dahulu 

sebelum memproses pelayanan pengguna layanan. 

Tinjauan Pustaka 

 Menurut Nento et al yang menyatakan bahwa Pada prinsipnya pengukuran e-

readiness di tingkat pemerintah daerah adalah untuk mengilustrasikan situasi kesiapan 

daerah yang sesungguhnya dalam menghadapi tantangan pengembangan TIK, termasuk 

mengukur besaran digital divide (kesenjangan digital) yang ada. Sehingga dari kondisi riil 

tersebut akan dipetakan kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang, yang kemudian akan 

dijadikan acuan dalam strategi pemecahan masalah atau mengoptimalkan hasil yang telah 

dicapai (Nento et al., 2017a) 

 Menurut R, Rahmah, Dkk menyatakan bahwa Penilaian e-readiness jika diterapkan 

pada sebuah proses evaluasi merupakan langkah awal menuju perubahan ke arah yang lebih 

baik dalam pelaksanaan perencanaan yang berakhir pada perubahan kehidupan manusia 

secara nyata. E-readiness sangat berarti dan efektif sebagai patokan perbandingan dari 

panduan usaha pengembangan dalam merencanakan masa depan dengan memahami kondisi 

terkini. Dengan demikian, e-readiness merupakan salah satu alat penting dalam menilai 

dampak teknologi informasi dan komunikasi untuk menggantikan pendapat dan mitos yang 

buruk mengenai peran teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangannya 

(Rahmah et al., 2014). 
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Selanjutnya menurut Nesty, Sampara  E-Readiness merupakan suatu metode 

yang digunakan untuk mengukur kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan e-

government dan internet merupakan fasilitator utama dalam menunjang keberhasilan 

kebijakan. E-readiness sangat membantu pemerintah dalam mengukur kesiapan daerah agar 

pemerintah akan lebih terarah dalam perencanaan pembangunan menuju pada 

good governance (Epa et al., 2020). 

Menurut Indrajit et al (Indrajit et al., 2019)menyatakan bahwa setiap setiap negara atau 

daerah pasti memiliki kondisi dan kebutuhan tersendiri, siap atau tidak nya mereka 

menerapkan e-government sangat bergantung pada dua hal utama yang secara langsung 

maupun tidak langsung akan memberikan efek pada jenis ataupun model e-government yang 

akan mereka terapkan, yaitu: 

1. Kebutuhan seperti apa yang saat ini menjadi prioritas utama dari masyarakat di negara 

atau daerah terkait; dan 

2. Ketersediaan sumber daya yang terdapat pada domain masyarakat dan pemerintah 

tersebut. 

Berdasarkan instruksi presiden republik Indonesia nomor 3 tahun 2003 tentang 

kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government menyatakan bahwa kesiapan 

kesiapan dalam memanfaatkan teknologi informasi pada umumnya di tinjau dari sejumlah 

aspek sebagai berikut: 

a. E-Leadership; aspek ini berkaitan dengan prioritas dan inisiatif negara di dalam 

mengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. 

b. infrastruktur Jaringan informasi; aspek ini berkaitan dengan kondisi infrastruktur 

telekomunikasi serta akses, kualitas, lingkup, dan biaya jasa akses. 

c. Pengelolaan Informasi aspek ini berkaitan dengan kualitas dan keamanan pengelolaan 

informasi, mulai dari pembentukan, pengolahan, penyimpanan, sampai penyaluran dan 

distribusinya. 

d. Lingkungan Bisnis; aspek ini berkaitan dengan kondisi pasar, sistem perdagangan, dan 

regulasi yang membentuk konteks bagi perkembangan bisnis teknologi informasi, 

terutama yang mempengaruhi kelancaran aliran informasi antara pemerintah dengan 

masyarakat dan dunia usaha, antar badan usaha, antara badan usaha dengan masyarakat, 

dan antar masyarakat. 

e. Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, aspek ini berkaitan dengan difusi teknologi 

informasi didalam kegiatan masyarakat baik perorangan maupun organisasi, serta sejauh 

mana teknologi informasi disosialisasikan kepada masyarakat melalui proses Pendidikan 

f. Berbagai studi banding yang dilakukan oleh organisasi internasional menunjukkan bahwa 

kesiapan Indonesia masih rendah dan untuk memperbaikinya diperlukan inisiatif dan 

dorongan yang kuat dari pemerintah. 

Menurut Musa (Musa, 2010)  E-Readiness berarti mengukur seberapa siap suatu 

komunitas untuk mengadopsi dan mendapatkan manfaat dari teknologi terkini dan sistem 

baru yang diterapkan dalam program E-Government untuk mencapai tujuan tersebut. Musa 

menetapkan beberapa indikator pengukuran e-readiness di tingkat pemerintah daerah irak, 
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dan model ini pun dapat di kembangkan untuk pemerintah daerah pada negara-negara 

berkembang lainnya. 

1. Infrastruktur, yaitu terkait dengan peralatan atau fasilitas yang digunakan dalam 

mengoprasionalkan website SIPENDUDUK 

a) Kecepatan Internet, yaitu kecepatan internet di lingkungan pengguna website 

SIPENDUDUK dan di lingkungan DISDUKCAPIL Kota Pekanbaru 

b) Ketersediaan, yaitu ketersediaan peralatan atau fasilitas yang di perlukan oleh 

masyarakat pengguan website SIPENDUDUK atau pegawai pada DISDUKCAPIL 

Kota Pekanbaru dalam mengoprasionalkan website SIPENDUDUK 

c) Biaya, internet yaitu biaya internet yang diperlukan oleh pengguna website 

SIPENDUDUK atau pegawai DISDUKCAPIL Kota Pekanbaru untuk mengakses dan 

menggunakan website SIPENDUDUK  

d) Kehandalan, yaitu kehandalan teknologi yang digunakan dalam mengoprasionalkan 

website SIPENDUDUK 

e) Internet Seluler, yaitu koneksi internet  perangkat elektronik yang dimiliki oleh 

masyarakat pengguna website SIPENDUDUK maupun pegawai DISDUKCAPIL Kota 

Pekanbaru dalam mengakses website SIPENDUDUK 

2. Sumber Daya Manusia (Pengguna dan Pemerintah), yaitu keterlibatan manusia baik dari 

masyarakat maupun pegawai DISDUKCAPIL Kota Pekanbaru yang mengoprasionalkan 

website SIPENDUDUK 

a) Kepercayaan Pemerintah, yaitu kepercayaan masyarakat terkait keamanan data dan 

informasi yang di sampaikan kepada petugas yang mengoprasionalkan website 

SIPENDUDUK 

b) Keterampilan, yaitu keterampilan dalam penggunaan teknologi yang di miliki oleh 

masyarakat sebagai pengguna website SIPENDUDUK maupun  keterampilan pegawai 

DISDUKCAPIL Kota Pekanbaru dalam mengoprasionalkan website SIPENDUDUK 

c) Pendidikan, yaitu tingkat pendidikan masyarakat kota Pekanbaru sebagai pengguna 

website SIPENDUDUK dan tingkat Pendidikan pegawai DISDUKCAPIL Kota 

Pekanbaru yang mengoprasionalkan website SIPENDUDUK.  

d) Penggunaan, yaitu penggunaan website SIPENDUDUK oleh masyarakat kota 

Pekanbaru maupun pegawai DISDUKCAPIL Kota Pekanbaru 

e) Pelatihan, yaitu pelatihan mengenai penggunaan TIK yang di berikan kepada 

masyarakat atau pegawai DISDUKCAPIL Kota Pekanbaru dalam mengoprasionalkan 

website SIPENDUDUK 

3. Pemerintah dan Manajemen, yaitu merujuk pada elemen-elemen yang terkait dengan 

struktur, aturan, dan kebijakan yang dibentuk oleh kantor DISDUKCAPIL Kota Pekanbaru. 

a) Komputerisasi, yaitu kemajuan DISDUKCAPIL Kota Pekanbaru dalam menerapkan 

sistem komputer untuk mengotomatisasi transfer dokumen dalam 

mengoprasionalkan website SIPENDUDUK 

b) Willingness, atau kemauan politik yaitu kesediaan dan komitmen dari kepala dinas 

DISDUKCAPIL Kota Pekanbaru serta pegawainya dalam mengambil tindakan yang 

di perlukan dalam mengoprasionalkan website SIPENDUDUK. 

c) Dana, yaitu anggaran dana yang di gunakan atau yang di butuhkan oleh 

DISDUKCAPIL Kota Pekanbaru dalam mengoprasionalkan website SIPENDUDUK 
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d) Kebijakan, yaitu tindakan atau aturan yang ada di Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota pekanbaru dalam mengoprasionalkan website 

SIPENDUDUK 

e) Kerangka Hukum, yaitu seperangkat alat hukum yang di tetapkan untuk mengatur 

pelaksanaan website SIPENDUDUK di DISDUKCAPIL Kota Pekanbaru. 

Metode 

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu metode campuran (mix 

methods) oleh Creswell. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dari sumber 

informan seperti catatan hasil wawancara bersama pegawai di DISDUKCAPIL Kota 

Pekanbaru dan observasi. Data sekunder yaitu data atau informasi yang di peroleh dari 

publikasi di kantor DISDUKCAPIL Kota Pekanbaru dengan menggunakan instrument 

dokumentasi.Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan masyarakat pengguna 

dan pegawai DISDUKCAPIL Kota Pekanbaru serta kuesioner, observasi dan dokumentasi. 

Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu berjumlah 109 orang, yang 13 diantaranya 

merupakan pegawai DISDUKCAPIL Kota Pekanbaru dan 96 orang lainnya merupakan 

masyarakat pengguna website SIPENDUDUK.  

Setelah keseluruhan data terkumpul melalui teknik pengumpulan data yang di 

pergunakan dalam penelitian ini, selanjutnya data di kelompokkan dan di sesuaikan menurut 

jenis data yang di peroleh, kemudian akan dibahas dan di analisa dalam dua bentuk, yaitu 

data yang bersifat kualitatif akan di uraikan secara lengkap dan terperinci dalam bentuk 

kalimat. Kemudian data yang bersifat kuantitatif akan di tabulasikan atau disajikan dalam 

bentuk tabel, angka, persentase serta dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang 

mendukung untuk dapat diambil kesimpulan induktif. 

Hasil dan Pembahasan 

 Berdasarkan pembahasan masing-masing indikator penelitian ini di dapatkan 

rekapitulasi dari penelitian E-Readiness Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Kependudukan 

(SIPENDUDUK) Pada Dinas DISDUKCAPIL Kota Pekanbaru sebagai berikut: 

Tabel 1.  

Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Pengguna Website Sistem Informasi 

Pelayanan Terpadu Kependudukan (SIPENDUDUK) pada DISDUKCAPIL Kota Pekanbaru 

No Indikator 

Responden 

Jumlah 
Siap 

Cukup 

Siap 

Tidak 

Siap 

1 Faktor infrastruktur 
59 

(66,7%) 

34,4 

(36,6%) 

0,6 

(0,64%) 

94 

(100%) 

2 

Faktor sumber daya manusia 

(pengguna dan pegawai 

pemerintah) 

53 

(56,3%) 

39,2 

(41,6%) 

1,8 

(1,91%) 

94 

(100%) 
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3 
Faktor pemerintah & 

manajemen 

46 

(48,9%) 

46,4 

(49,3%) 

1,6 

(1,7%) 

94 

(100%) 

Jumlah 158 120 4 282 

Rata – rata 52,7 40 1,3 94 

Presentase 56,06% 42,56% 1,38% 100% 

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2024 

Dari hasil rekapitulasi yang penulis buat dari hasil penyebaran kuesioner pada 

masyarakat rata-rata berada pada kategori "cukup siap”. 

Untuk indikator faktor infrastruktur berada pada kategori "cukup siap". Dengan 

adanya website Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Kependudukan (SISPENDUDUK) 

masyarakat Kota Pekanbaru dapat dengan mudah mengurus dokumen kependudukan di 

DISDUKCAPIL Kota Pekanbaru serta masyarakat dapat membuat laporan pengaduan pada 

website Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Kependudukan (SIPENDUDUK) tanpa harus 

datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota 

Pekanbaru. Dengan adanya website SIPENDUDUK ini sangat membantu masyarakat dalam 

menghemat biaya, tenaga dan juga waktu untuk mengurus dokumen kependudukan yang di 

inginkan. Namun jaringan seluler di beberapa lokasi di daerah Kota Pekanbaru masih belum 

stabil dan bahkan di kantor DISDUKCAPIL Kota Pekanbaru juga terkadang terjadi gangguan 

jaringan, listrik dan server down yang menghambat pelaksanaan website Sistem Informasi 

Pelayanan Terpadu Kependudukan (SIPENDUDUK). 

Untuk indikator faktor sumber daya manusia (pengguna dan pegawai pemerintah) 

berada pada kategori "cukup siap" Dengan adanya pegawai Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) yang kompeten melayani masyarakat menggunakan 

website SIPENDUDUK meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan 

website SIPENDUDUK yang dapat dilihat tinnggi nya partisipasi masyarakat menggunakan 

website ini. Namun masih terdapat masyarakat yang kebingungan memilih fitur layanan yang 

di inginkan, bahkan masih terdapat masyarakat yang belum tau apa itu website 

SIPENDUDUK dan kegunaannya disebabkan kurangnya sosialisasi oleh DISDUKCAPIL Kota 

Pekanbaru ke seluruh lapisan masyarakat. 

Untuk indikator faktor pemerintah & manajemen berada pada kategori "cukup siap". 

Dengan adanya pelayanan digital menggunakan website SIPENDUDUK ini membuat 

kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota 

Pekanbaru semakin meningkat menjadi lebih efektif dan efisien. Serta kerangka hukum yang 

tersedia pun sudah cukup siap dalam mengatur pelaksanaan website SIPENDUDUK sebagai 

bentuk inovasi layanan pemerintah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

(DISDUKCAPIL) Kota Pekanbaru dari manual ke online service. Namun masih terjadi 

kendala seperti server website SIPENDUDUK yang sering down sehinngga menghambat 

proses pelayanan masyarakat secara online dan mengharuskan masyarakat untuk melakukan 

layanan manual untuk datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

(DISDUKCAPIL) Kota Pekanbaru. 

Tabel 2. 
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Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

(DISDUKCAPIL) Kota Pekanbaru 

 

No Indikator 

Responden 

Jumlah 
Siap 

Cukup 

Siap 

Tidak 

Siap 

1 Faktor infrastruktur 
8,6 

(71,7%) 

3,4 

(28,3%) 

0 

(0%) 

12 

(100%) 

2 

Faktor sumber daya manusia 

(pengguna dan pegawai 

pemerintah) 

9,8 

(81,7%) 

2,2 

(18,3%) 

0 

(0%) 

12 

(100%) 

3 
Faktor pemerintah & 

manajemen 

8,8 

(73,3%) 

3,2 

(26,7%) 

0 

(0%) 

12 

(100%) 

Jumlah 27,2 8,8 0 36 

Rata – rata 9 3 0 12 

Presentase 75% 25% 0% 100% 

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2024 

Dari hasil rekapitulasi yang penulis buat dari hasil penyebaran kuesioner pada 

pegawai rata-rata berada pada kategori "siap”. 

Untuk indikator faktor infrastruktur berada pada kategori “siap” dengan adanya 

website SIPENDUDUK masyarakat dapat lebih mudah mengurus layanan administrasi 

kependudukan kapan saja dan dimana saja. Segala kemudahan yang di berikan melalui fitur-

fitur website SIPENDUDUK merupakan layanan yang di butuhkan masyarakat, akan tetapi 

terkadang masih terdapat kurang nya  kuantitas dan kualitas infrastruktur seperti computer, 

printer, ATK, dan infrastruktur, sering terjadi gangguan jaringan bahkan jaringan WI-FI dan 

computer untuk masyarakat tidak tersedia di DISDUKCAPIL Kota Pekanbaru 

Untuk indikator faktor sumber daya manusia (pengguna dan pegawai pemerintah) 

berada pada kategori “siap”. Dengan adanya website SIPENDUDUK mampu meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital yang di sediakan pemerintah. Namun 

masih terdapat masyarakat yang kurang memahami penggunaan website SIPENDUDUK. Hal 

ini di buktikan melalui tinggi nya Tingkat laporan pengaduan mengenai integritas 

SIPENDUDUK dan dari hasil wawancara yang di lakukan peneliti Bersama bapak Murdinal 

Guswandi. Hal ini karena kurang nya sosialisasi yang di lakukan pihak DISDUKCAPIL Kota 

Pekanbaru dan tidak merata ke seluruh lapisan masyarakat, serta rendah nya inisiatif 

masayarakat untuk mencari tau mengenai penggunaan website SIPENDUDUK yang ada di 

media social. 

Untuk indikator faktor pemerintah dan manajemen berada pada kategori “siap” 

dengan adanya website SIPENDUDUK mampu memudahkan masyarakat dalam pengurusan 

dokumen kependudukan yang lebih cepat. Inovasi layanan yang semula manual menajdi 

pelayanan digital sangat membantu masyarakat dalam menghemat baiaya, tenaga dan waktu. 

Namun masih terdapat kendala di bagian komputerisasi yaitu ketersediaan penyimpanan 

server yang terbatas, server yang sering mengalami down sehingga penggunaan website 
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SIPENDUDUK menjadi terhambat dan masayarakat di alihkan ke layanan manual hingga 

server dapat di akses Kembali. 

Berdasarkan hasil kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi yang di lakukan 

peneliti dapat di simpulakan bahwa E-Readiness Sistem Informasi Pelayanan Terpadu 

Kependudukan (SIPENDUDUK) Pada Disdukcapil Kota Pekanbaru “cukup siap”. Penilaian 

ini dikarenakan masih di temui faktor penghambat dan kekurangan dalam penggunaan 

website SIPENDUDUK. kenadala yang dihadapi oleh DISDUKCAPIL Kota Pekanbaru yaitu 

mengenai kelistrikan, jaringan yang lelet, dan server yang sering down, kurang nya sosialisasi 

mengenai penggunaan website SIPENDUDUK kepada seluruh kalangan masyarakat 

sehingga membuat masyarakat tidak tau mengenai website SIPENDUDUK. Dengan demikian 

membuat masyarakat datang langsung ke kantor DISDUKCAPIL Kota Pekanbaru untuk 

melakukan layanan pengurusan surat secara manual.  

Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang di lakukan peneliti mengenai E-Readiness Sistem 

Informasi Pelayanan Terpadu Kependudukan (SIPENDUDUK) Pada DISDUKCAPIL Kota 

Pekanbaru “cukup siap”. Hal ini karena masyarakat Kota Pekanbaru cukup puas dengan 

layanan yang di sediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) 

Kota Pekanbaru melalui penggunaan website Sistem Informasi Pelayanan Terpadu 

Kependudukan (SIPENDUDUK). Namun pada pelaksanaan nya masih terdapat kekurangan 

di saat menggunakan website SIPENDUDUK yaitu kendala seperti gangguan jaringan, server 

down dan, kurang nya sosialisasi serta untuk masyarakat yang tidak mempunyai perangkat 

elektronik dalam mengakses website SIPENDUDUK akan mendapatkan pelayanan manual 

karena tidak tersedia computer yang dapat di gunakan oleh masyarakat di kantor 

DISDUKCAPIL Kota Pekanbaru untuk mengakses layanan digital. 

 Untuk mengetahui Kesimpulan setiap indicator mengenai E-Readiness Sistem 

Informasi Pelayanan Terpadu Kependudukan (SIPENDUDUK) Pada DISDUKCAPIL Kota 

Pekannbaru, maka hasil penelitian dapat di simpulkan sebagai berikut: 

Untuk indikator faktor infrastruktur berada pada kategori “cukup siap” pelaksanaan 

website Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Kependudukan (SIPENDUDUK) terkadang 

masih terkendala di gangguan jaringan internet saat melakukan pelayanan, kurang nya 

jumlah computer dan printer di atas meja petugas website SIPENDUDUK, serta tidak tersedia 

nya WIFI dan computer yang bisa di gunakan masyrakat dalam mengakses website 

SIPENDUDUK di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota 

Pekanbaru. Sehingga membuat masyarakat harus melakukan layanan secara manual di 

DISDUKCAPIL Kota Pekanbaru untuk mengurus dokumen kependudukan yang di inginkan 

jika tidak memiliki perangkat untuk mengakses website SIPENDUDUK 

Untuk indikator faktor sumber daya manusia (pengguna & pegawai pemerintah) 

berada pada kategori “cukup siap” partisipasi masyarakat pengguna website SIPENDUDUK 

di cukup tinggi di lihat dari banyak nya kunjungan masyarakat pada website SIPENDUDUK, 

namun masih terdapat banyak masyarakat yang kurang paham penggunaan website 

SIPENDUDUK diakibatkan oleh sosialisasi yang tidak merata keseluruh lapisan masyarakat, 
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masih terdapat praktik calo di lingkungan DISDUKCAPIL Kota Pekanbaru, dan kebiasaan 

pelayanan manual yang di lakukan masyarakat yang membuat masyarakat kurang 

memahami penggunaan website SIPENDUDUK sebagai bentuk inovasi pelayanan publik di 

DISDUKCAPIL Kota Pekanbaru. 

Untuk indikator faktor pemerintah & manajemen berada pada kategori “cukup siap” 

dengan adanya website SIPENDUDUK dapat meningkatkan kualitas layanan di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Pekanbaru, yang dapat 

memudahkan masyarakat saat melakukan pengurusan dokumen kependudukan. Akan tetapi 

masih terdapat kendala dalam komputerisasi seperti penyimpanan server yang terbatas 

diakibatkan oleh keterbatasan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan website 

SIPENDUDUK dan server sering mengalami gangguan sehingga tidak dapat di akses yang 

mengaharuskan masyarakat melakukan layanan secara manual untuk mengurus dokumen 

kependudukan yang di inginkan. 
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